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ABSTRAK

Keamanan pangan adalah kondisi dan upava vang diperlukan untuk
mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biolouis, kimia dan benda lain yang
dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Bahan
Fambahan Makanan termasuk dalam golongan bahan kimia yang mungkin
menyebabkan cemaran dan mengakibatkan pangan yang tidak aman.

Pemerintah secara khusus mengatur persvalan tentang Bahan Tambahan
Makanan melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 722/MenKes/Per/IX/1988.
Pada permenkes tersebut diatur mengenai ketentwan  bahan tambahan makanan
vang bolch dan tidak boleh dicdarkan, batas penggunaan takaran maksimal.
administrasi pendistribusian bahan tambahan makanan dan sanksi-sanksi yang
dikenakan bila tefjadi pelanggaran terhadapnya.

Peraturan lerschbut memerlukan perhatian khusus agar dapal mengatur
percdaran, batas takaran maksimal pengeunaan, penggolongan peredaran, dan
sanksi atas pelancuaran vang pada akhirnya berdampak pada keamanan pangan
konsumen Masih banvaknya pelanggaran dan penyalahgunaan bahan tambahan
makanan dan bukan bahan tambahan makanan yang berlangsung di Indonesia
membuka peluang dan menjadi tujuan pemelitian ini yaitu untuk mengkaji secara
kritis sejauh 'mana Perawran Menteti Kesehatan Republik Indonesia Nomor
722/ MenKes/Per/l X/ 1988 menjamin kemanan pangan masyarakat.

Penelitian pada tesis ini menggunakan metode penclitian hukum normatif
(metode yuridis normatif/doctrinal legal approach), vaitu suatu metdde penelitian
hukum vang dilakukan dengan cara meneliti bahan pusiaka atau dara sekunder
belaka Mectode penelitian ini dilakukan dengan  membuat deskripsi atau
pambaran secard sistematis, fakwal dan akurat mengenai fakta, sifat dan
hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil meng analisisnya, yaitu
mencari sebab akibat dari penyimpangan terhadap penggunaan bukan bahan
tambahan makanan pada industri pangan dan menguraikannya secara konsisten
dan sistematis serta logis

[fasil penclitian vang menunjukkan banyaknya pelanggaran lerbadap
penvalahgunaan bahan tambahan makanan dan bukan bahan tambahan pangan,
tingginya angka percdaran makanan yang tdak memenuhi syarat keschatan,
penguunaan bahan pewarna teksul dan kadar pemanis yang melebihi ambang
batas maksimaliya serta belum dapal dihentikannya distribusi bukan bahan
tambahan makanan pada industri pangan mgarahkan penulis pada kesimpulan
bahwa  DPeraturan - ~Menteri.  Kesehatan - Republik o Indonesia  Nomor
722/ Menkes/Per/IX/1988  belum  Sepenutinya  menjamin kemanan  pangan
masyarakat

Kata Kunci  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/198%,
Bahan Tambahan Makanan . Perlindungan Konsumen



ABSTRACT

Food saferv iy a condiion and effort needed 1o prevent Jood  from
biological, chemical and other poreniial hazards that can disturh and endanger
e s health. Food additives are chemicals which have the possibility to cause
hazards and unsafety food.

The government regulates  food addinves by Peraturan Menteri Kesehatom
Nomor 722 Menkes Per TX 1988, Perawran  Menteri - Kesehatan  Nomor
722 Menkes Per LX 1988 regulates food addiives and non food addinives,
maximum intake level, distribution protocols, and punishments and fines under
this new legislation.

Legistation of food addinves needs io he enhance m order to he more
specific and stff abowt maximum intake level, kinds of additives and
disiributio Facts concermng the misuse of food addinves happening i Indonesia
creates an opportunity and_become the purpose of this rescarch which is fo
analyze  whether ~or—mer— Peraturan - Meniern Kesehatan — Nomor
722 Menkes Per X988 fits the currentd situation.

This reséareh Is using a doctrinal legal approach, which 1s conducted by
exammng library materials or secondary data. This research methaod 15 made by
muaking a descripnion or systematic, factual and aecurate figure concermng fucts,
kands and refarionship of each phenomenon, and analyzes. them, which means
finding the causes of the misuse of food additives and non food additives.

e result of this research showing that there are siill many deterioration of
food addives and non food additives, the misuse of non food color and the
unstoppable curcle of non food additives distribution describes that Peraturan
Menteri Keschatun Nomor T220Menkes/PerdX 1988 has not been entirely
guaramge the public food safery.

Keyward | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/1X/ 1988,

Food additives. Consumer Protection

Vi
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